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ABSTRACT 
The purpose of this study are to determine the contribution of each type of local tax revenue (PAD) in Malang, to 
determine the level of effectiveness achieved for each type of tax in the District of Malang. The development of a 
nation always needs great costs because fund support is very influential to the developmental activities, especially 
those conducted by local government to the locality. Malang District has recognized the fact that some sources of 
Local Genuine Income must be exploited, and one of them is local tax. Huge revenue potential from local tax in 
Malang District must be developed and managed properly. It is then reasonably important to understand 
contribution and effectiveness of local tax revenue in Malang District as a source of Local Genuine Income. 
Therefore, the objective of research is to comprehend contribution and effectiveness of local tax revenue as a source of 
Local Genuine Income in Malang District. Local tax revenue in three-year period from 2011 to 2013 is then 
examined. 
Keyword: Contribution, Local tax,  Local Genuine Income 
PENDAHULUAN 
Otonomi daerah dengan sistem 
desentralisasi menjadikan sutau daerah untuk 
meningkatkan sumber pendapatannya guna 
memenuhi pembiayaan pembangunan 
daerahnya. Pembangunan suatu daerah dapat 
dijalankan melalui dua pendekatan. Pertama, 
yaitu pendekatan sentralistis, yang mengandung 
arti bahwa pelaksanaan pembangunan 
sepenuhnya merupakan wewenang dari pusat 
dan dilaksanakan di pusat. Kedua, adalah 
pembangunan daerah sebagian besar 
merupakan wewenang daerah dan dilaksanakan 
sendiri oleh daerah secara otonom. Sehubungan 
dengan kewenangan tersebut, pemerintah 
daerah diharapkan lebih mampu menggali 
sumber-sumber keuangan daerahnya. 
 Sumber keuangan atau penerimaan daerah 
terdiri Pendapatan Asli Daerah, Dana 
Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan 
(Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004). 
Pendapatan Asli Daerah merupakan 
pendapatan yang ditentukan dan dikumpulkan 
secara lokal. ‘Pendapatan Asli Daerah terdiri 
dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil 
pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 
dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah’ 
(Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004). Jenis 
pendapatan ini merupakan sumber penghasilan 
utama bagi daerah. 
Pendapatan Asli Daerah sebagai tolak 
ukur potensi daerah dan besarnya subsidi 
Pemerintah Pusat merupakan faktor terpenting 
dalam mengukur kinerja pemerintah dalam 
pelaksanaan otonomi daerah. Besarnya nilai 
PAD diharapkan dapat mengurangi 
ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap 
subsidi Pemerintah Pusat agar terwujud 
otonomi daerah yang mandiri, 
bertanggungjawab dalam mencapai titik berat 
otonomi daerah sesuai dengan cita-cita Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004.Apabila terjadi 
kasus dimana peningkatan PAD berdampak 
negatif terhadap perekonomian daerah, maka 
peningkatan PAD tersebut belum dapat 
dikatakan merupakan keberhasilan tolak ukur 
otonomi daerah.Sebaliknya, jika daerah mampu 
meningkatkan kontribusi PAD-nya tanpa 
membawa pengaruh negatif dalam 
perekonomian daerah, maka dapat dikatakan 
bahwa daerah tersebut mampu meningkatkan 
kemandirian fiskalnya. 
Pembangunan yang sedang dilaksanankan 
oleh negara memerlukan biaya yang cukup 
besar, karena dukungan dana sangat 
mempengaruhi kegiatan yang akan dilakukan 
oleh Pemerintah Daerah. Daerah harus 
mempunyai kemampuan untuk menyediakan 
dana sehingga tidak dibebankan hanya kepada 
Pemerintah Pusat saja. Daerah harus berusaha 
sendiri mencari sumber-sumber Pendapatan 
Asli Daerah demikian juga dengan Kabupaten 
Malang yang diharapkan dapat menggali 
sumber-sumber pendapatan daerahnya dengan 
melihat potensi yang dimiliki masih dapat 
dikembangkan lagi dan dikelola dengan baik. 
Kabupaten malang merupakan salah satu 
dari 38 Kabupaten/Kota Daerah Tingkat II yang 
ada di wilayah Jawa Timur, Kabupaten Malang 
merupakan kabupaten terluas kedua 
wilayahnya setelah Kabupaten Banyuwangi. 
Kabupaten Malang merupakan Kabupaten yang 
mempunyai kekayaan alam yang sangat 
melimpah sehingga banyak potensi yang ada di 
Kabupaten Malang ini, diantaranya dari 
pertanian, perkebunan, tanaman obat keluarga 
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dan lain sebagainya. Selain itu Kabupaten 
Malang juga dikenal dengan obyek-obyek 
wisatanya. Potensi daerah Kabupaten Malang 
dalam meningkatkan PAD dirasa cukup besar 
dikarenakan luas daerahnya yang besar, potensi 
alamnya yang bisa dijadikan objek wisata 
maupun hiburan, juga aset yang dimiliki oleh 
daerah di masing-masing Kecamatannya. 
Banyak potensi daerah yang bisa digali dari 
Kabupaten Malang dan potensi daerah yang ada 
dapat menghasilkan pemasukan yang cukup 
pada PAD Kabupaten Malang, maka pihak 
pemerintah daerah Kabupaten Malang melalui 
DPPKA berupaya untuk meningkatkan PAD 
Kabupaten Malang dengan jalan menggali 
sumber-sumber pendapatan daerah yang 
dimiliki dari potensi daerah yang ada dan pihak 
DPPKA Kabupaten Malang mencari potensi 
yang masih belum tergali supaya bisa 
menambah pendapatan daerah bagi daerahnya 
untuk menjadi daerah yang otonom. 
Meningkatnya realisasi penerimaan 
pajak daerah Kabupaten Malang dari tahun 
2011-2013 mengindikasikan bahwa kinerja 
DPPKA Kabupaten Malang sudah maksimal 
dengan potensi yang cukup besar. Hal tersebut 
sudah seharusnya dipertahankan atau perlu 
ditingkatkan untuk mengoptimalkan 
pendapatan dari sektor pajak daerah guna 
menopang PAD Kabupaten Malang. Penting 
untuk mengetahui kontribusi dan tingkat 
efektivitas penerimaan tiap jenis pajak daerah 
Kabupaten Malang sebagai sumber penerimaan 
PAD. 
Berdasarkan potensi daerah Kabupaten 
Malang dalam upaya peningkatan PAD, pajak 
daerah memang patut diperhitungkan sebagai 
kontributor Pendapatan Asli Daerah di 
Kabupaten Malang. Berdasarkan pemaparan 
yang telah diuraikan, maka peneliti mempunyai 
keinginan untuk meneliti lebih lanjut mengenai 
upaya pemerintah daerah dalam kemandirian 
meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang 
dituangkan dalam penelitian yang berjudul: 
“Analisis Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah 
Sebagai Salah Satu Sumber Pendapatan Asli 
Daerah (PAD) Kabupaten Malang”. 
 
KAJIAN PUSTAKA  
Pendapatan Asli Daerah 
Penerimaan daerah yang diperoleh dari 
pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan 
kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain 
pendapatan asli daerah yang sah. 
Perpajakan 
Pajak merupakan salah satu sumber 
penerimaan negara yang bersumber dari rakyat 
untuk membiayai semua kegiatan pemerintahan 
maupun yang dipergunakan untuk kepentingan 
pembangunan. 
 
Pajak Daerah 
Pajak daerah merupakan pajak yang 
ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan 
peraturan daerah, yang wewenang 
pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah 
daerah dengan tidak menerima imbalan secara 
langsung dan hasilnya untuk membiayai 
pengeluaran pemerintah daerah dalam 
melaksanakan penyelenggaraan pemerintah dan 
pembangunan daerah. 
 ‘Adapun pajak-pajak yang termasuk dalam 
jenis pajak provinsi maupun jenis pajak 
Kabupaten/Kota terdiri dari: 
1. Jenis Pajak Provinsi terdiri atas : 
a. Pajak Kendaraan Bermotor 
b. Bea Balik Nama Kendaraan 
Bermotor 
c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan 
Bermotor 
d. Pajak Air Permukaan, dan 
e. Pajak Rokok 
2. Jenis Pajak Kabupaten/Kota, terdiri 
dari: 
a. Pajak Hotel 
b. Pajak Restoran 
c. Pajak Hiburan 
d. Pajak Reklame 
e. Pajak Penerangan Jalan 
f. Pajak Mineral Bukan Logam dan 
Batuan; 
g. Pajak Parkir 
h. Pajak Air Tanah 
i. Pajak Sarang Burung Walet 
j. Pajak Bumi dan Bangunan 
Perdesaan dan Perkotaan: dan 
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan’ 
(Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009). 
Kontribusi 
Kontribusi merupakan sumbangan atau 
sesuatu yang diberikan terhadap suatu kegiatan 
sehingga memberikan dampak yang bisa 
dirasakan. Rumus yang digunakan untuk 
mengetahui kontribusi Pajak Daerah Kabupaten 
Malang adalah sebagai berikut :   
Kontribusi Terhadap Pajak Daerah/PAD
=
  Realisasi Penerimaan Jenis Pajak Daerah   
Realisasi Penerimaan Pajak Daerah/PAD
 x 100% 
         (Halim, 2004:163) 
Dari rumus tersebut dapat diketahui 
beberapa kriteria tingkat kontribusi pajak 
daerah yang dapat dilihat pada tabel berikut ini: 
Tabel 1 Kriteria Tingkat Kontribusi Pajak 
Daerah 
Presentase Kontribusi Kriteria 
0,00% - 10% Sangat Kurang 
10,10% - 20% Kurang 
20,10% - 30% Sedang 
30,10% - 40% Cukup Baik 
40,10% - 50% Baik 
>50% Sangat Baik 
Sumber: Depdagri, Kepmendagri No 690.900.327 
Tahun 1996 
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Efektivitas 
Efektivitas mempunyai ukuran timbal 
balik antara target dan realisasi. Semakin besar 
realisasi yang diperoleh, maka semakin efektif 
satu program atau kegiatan tersebut. Adapun 
tingkat efektivitas penerimaan jenis pajak 
daerah diukur dengan rumus sebagai berikut: 
Efektivitas Jenis Pajak Daerah 
=
Realisasi Penerimaan Jenis Pajak Daerah
Target Penerimaan Jenis Pajak Daerah
× 100% 
   (Halim, 2004:164) 
Dari rumus tersebut diatas dapat diketahui 
beberapa kriteria efektivitas kinerja keuangan 
daerah yang dapat dilihat pada tabel berikut ini: 
 
Tabel 2 Kriteria Efektivitas Kinerja Keuangan 
Daerah 
Presentase Kinerja 
Keuangan 
Kriteria Efektivitas 
Diatas 100% Sangat Efektif 
90% - 100% Efektif 
80% - 90% Cukup Efektif 
60% - 80% Kurang Efektif 
Kurang dari 60% Tidak Efektif 
Sumber: Munir (2004:49) 
METODE PENELITIAN 
Jenis penelitian yang digunakan oleh 
peneliti adalah jenis penelitian deskriptif. 
Penelitian deskriptif bisa dilihat dari fenomena-
fenomena tertentu ditiap tahunnya sesuai 
dengan rentan tahun yang dipilih. Tujuan dari 
penelitian yang dilakukan di DPPKA Kabupaten 
Malang ini adalah untuk memaparkan atau 
menjelaskan dan menggambarkan bagaimana 
situasi dan kondisi yang ada pada obyek 
penelitian berdasarkan kenyataan yang ada. Jadi 
penelitian ini akan menjelaskan dan 
menggambarkan bagaimana kontribusi 
penerimaan pajak daerah dan efektivitas 
penerimaan pajak daerah terhadap pendapatan 
asli daerah dari tahun 2011-2013. Fokus 
penelitian: target dan realisasi penerimaan 
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten 
Malang tahun 2011-2013, target dan realisasi 
penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Malang 
tahun 2011-2013.Teknik analisis data: 
menghitung kontribusi pajak daerah terhadap 
Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Malang 
Tahun 2011-2013, menghitung efektivitas 
penerimaan jenis pajak daerah Kabupaten 
Malang Tahun 2011-2013. 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Analisis Data dan Interpretasi Data 
Analisis Penerimaan Pendapatan Asli Daerah 
(PAD) Kabupaten Malang 
Tabel 3 Target dan Realisasi PAD Kabupaten 
Malang Tahun 2011 Hingga Tahun 2013 
Tahun 
2011-
2013 
Jenis 
Pendapatan 
Asli Daerah 
Target (Rp) Realisasi (Rp) 
Presentase 
Pencapaian 
(%) 
2011 
Pajak Daerah 46.250.000.000 64.689.653.942 139,87 
Retribusi 
Daerah 34.711.520.600 37.145.935.538 107,01 
Hasil 
Pengelolaan 8.047.731.750 9.084.767.456 112,89 
Kekayaan 
Daerah Yg 
Dipisahkan 
Lain-lain PAD 
Yang Sah 53.229.615.176 61.412.979.061 115,37 
Total 142.238.867.526 172.333.335.997 121,16 
2012 
Pajak Daerah 55.207.000.000 71.301.888.447 129,15 
Retribusi 
Daerah 50.433.899.316 42.775.834.434 84,82 
Hasil 
Pengelolaan 
Kekayaan 
Daerah Yg 
Dipisahkan 10.560.597.611 10.508.131.832 99,50 
Lain-lain PAD 
Yang Sah 60.435.615.783 72.668.104.090 120,24 
Total 176.637.112.710 197.253.958.803 111,67 
2013 
Pajak Daerah 66.465.000.000 95.918.814.193 144,31 
Retribusi 
Daerah 50.812.639.000 45.314.153.759 89,18 
Hasil 
Pengelolaan 
Kekayaan 
Daerah Yg 
Dipisahkan 12.210.834.000 12.017.868.773 98,42 
Lain-lain PAD 
Yang Sah 71.907.405.609 107.325.159.791 149,25 
Total 201.395.878.609 260.575.996.516 129,38 
Tingkat pencapaian realisasi pajak daerah 
pada tahun 2012 merupakan tingkat pencapaian 
terendah selama tiga tahun, dan pada tahun 
2013 merupakan tingkat pencapaian tertinggi. 
Sedangkan untuk prsentase pencapaian Lain-
lain PAD Yang Sah dalam tiga tahun periode 
tahun 2011 hingga tahun 2013 tersebut adalah 
115,37%, 120,24% dan 149,25%. Tingkat 
pencapaian realisasi Lain-lain PAD Yang Sah 
pada tahun 2011 merupakan tingkat pencapaian 
terendah selama tiga tahun, dan pada tahun 
2013 merupakan tingkat pencapaian tertinggi. 
Secara umum retribusi daerah merupakan 
komponen PAD dengan presentase tingkat 
pencapaian terendah di antara presentase 
pencapaian komponen PAD yang lain selama 
tiga tahun periode tahun 2011 hingga tahun 
2013. Rata-rata tingkat pencapaian retribusi 
daerah di bawah 100% yaitu hanya 93,67%. 
Hanya pada tahun 2011 tingkat pencapaian 
retribusi daerah melebihi 100% yaitu sebesar 
107,01% yang artinya target pada tahun 2011 
dapat tercapai. Presentase pencapaian realisasi 
retribusi daerah selama tiga tahun periode 
tahun 2011 hingga tahun 2013 yaitu 107,01%, 
84,82% dan 89,18%.Peningkatan realisasi atas 
komponen pendapatan PAD sangat 
berpengaruh terhadap realisasi PAD yang 
diterimanya. Realisasi PAD dari tahun 2011 
hingga tahun 2013 yaitu tahun 2011 sebesar Rp 
172.333.335.997,00 dengan tingkat pencapaian 
121,16%, tahun 2012 sebesar Rp 
197.253.958.803,00 dengan tingkat pencapaian 
111,67% dan pada tahun 2013 sebesar Rp 
260.575.996.516,00 dengan tingkat pencapaian 
129,38%. Tingkat pencapaian di tahun 2013 
merupakan tingkat pencapaian tertinggi dari 
tiga tahun. Sedangkan tingkat pencapaian 
realisasi tahun 2011 merupakan tingkat 
pencapaian realisasi terendah dalam tiga tahun. 
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Tabel 4 Analisis  Pajak Daerah Kabupaten 
Malang 
TAHUN 
2011-
2013 
Target Pajak 
Daerah (Rp) 
Realisasi 
Pajak Daerah 
(Rp) 
Presentase 
Pencapaian 
2011 46.250.000.000 64.689.653.942 139,87 
2012 55.207.000.000 71.301.888.447 129,15 
2013 66.465.000.000 95.918.841.193 144,31 
Rata-rata 55.974.000.000 77.303.461.194 137,78 
Target dan realisasi pajak daerah 
Kabupaten Malang tahun 2011 sampai dengan 
tahun 2013 terus mengalami kenaikan.Pada 
tahun 2011 target sebesar Rp 46.250.000.000,00 
dan realisasi sebesar Rp 64.689.653.942,00 
dengan presentase pencapaian 139,87%. Pada 
tahun 2012 target sebesar Rp 55.207.000.000,00 
dan realisasi sebesar Rp 71.301.888.447,00 
dengan presentase pencapaian 129,15%. Dan 
pada tahun 2013 target sebesar Rp 
66.465.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp 
95.918.841.193,00 dengan presentase pencapaian 
144,31%. Rata-rata target dan realisasi 
penerimaan pajak daerah Kabupaten Malang 
dalam kurun waktu tiga tahun periode 2011-
2013 adalah sebesar Rp 55.974.000.000,00 dan Rp 
77.303.461.194,00 dengan rata-rata presentase 
pencapaian 137,78%.  
 
Kontribusi Pajak Hotel 
Data pada tabel tersebut diketahui bahwa 
kontribusi realisasi pajak hotel terhadap pajak 
daerah selama tahun 2011 hingga tahun 2013 
mengalami fluktuatif. Kontribusi yang diberikan 
terhadap pajak daerah sangat kurang. Dimana 
tingkat kontribusinya hanya mencakup 
persentase kisaran 1,37% hingga 1,67%. 
Kontribusi pajak hotel terhadap pajak daerah 
terendah terjadi pada tahun 2011, sedangkan 
kontribusi pajak hotel tertinggi terjadi pada 
tahun 2012.Rata-rata kontribusi pajak hotel dari 
tahun 2011 hingga tahun 2013 sebesar 1,67%. 
Tabel 5 Analisis Kontribusi Pajak Hotel 
Terhadap Pajak Daerah Kabupaten Malang 
Tahun 2011-2013 
Tahun 
2011-
2013 
Realisasi 
Penerimaan 
Pajak Hotel 
(Rp) 
Realisasi 
Penerimaan 
Pajak Daerah 
(Rp) 
Persentase 
Kontribusi 
Kriteria 
Kontribusi 
2011 
883.498.569 64.689.653.942 1,37 
Sangat 
Kurang 
2012 
1.404.334.544 71.301.888.447 1,97 
Sangat 
Kurang 
2013 
1.606.446.328 95.918.841.193 1,67 
Sangat 
Kurang 
Rata-rata 
1,67 
Sangat 
Kurang 
 
Tabel 6 Kontribusi Pajak Hotel Terhadap PAD 
Kabupaten Malang Tahun 2011-2013 
Tahun 
2011-
2013 
Realisasi 
Penerimaan 
Pajak Hotel 
(Rp) 
Realisasi 
Penerimaan 
PAD (Rp) 
Persentase 
Kontribusi 
Kriteria 
Kontribusi 
2011 
883.498.569 172.333.335.997 0,51 
Sangat 
Kurang 
2012 
1.404.334.544 197.253.958.804 0,71 
Sangat 
Kurang 
2013 
1.606.446.328 260.576.023.517 0,62 
Sangat 
Kurang 
Rata-rata 
0,61 
Sangat 
Kurang 
Kontribusi realisasi pajak hotel terhadap 
PAD selama tahun 2011 hingga tahun 2013 
mengalami fluktuatif. Kontribusi yang diberikan 
terhadap PAD sangat kurang. Tingkat 
kontribusi yang diberikan pada kisaran 0,51% 
hingga 0,71%. Kontribusi pajak hotel terhadap 
PAD terendah terjadi pada tahun 2011, 
sedangkan kontribusi pajak hotel tertinggi 
terjadi pada tahun 2012. Rata-rata kontribusi 
pajak hotel selama tiga tahun periode tahun 
2011 hingga tahun 2013 yaitu sebesar 0,61%. 
Kontribusi Pajak Restoran 
Data pada tabel tersebut diketahui bahwa 
kontribusi realisasi pajak restoran terhadap 
pajak daerah selama tahun 2011 hingga tahun 
2013 mengalami fluktuatif.Kontribusi yang 
diberikan terhadap daerah sangat kurang. 
Dimana tingkat kontribusinya hanya mencakup 
presentase kisaran 1,41% hingga 1,67%. 
Kontribusi pajak restoran terhadap pajak daerah 
terendah terjadi pada tahun 2011, sedangkan 
kontribusi pajak restoran tertinggi terjadi pada 
tahun 2012.Rata-rata kontribusi pajak restoran 
dari tahun 2011 hingga tahun 2013 sebesar 
1,55%. 
Tabel 7 Kontribusi Pajak Restoran Terhadap 
Pajak Daerah Kabupaten Malang Tahun 2011-
2013 
Tahun 
2011-
2013 
Realisasi 
Penerimaan 
Pajak 
Restoran 
(Rp) 
Realisasi 
Penerimaan 
Pajak Daerah 
(Rp) 
Persentase 
Kontribusi 
Kriteria 
Kontribusi 
2011 
910.551.943 64.689.653.942 1,41 
Sangat 
Kurang 
2012 
1.187.235.660 71.301.888.447 1,67 
Sangat 
Kurang 
2013 
1.517.134.567 95.918.841.193 1,58 
Sangat 
Kurang 
Rata-rata 
1,55 
Sangat 
Kurang 
 
Kontribusi Pajak Hiburan 
Tabel 8 Kontribusi Pajak Hiburan Terhadap 
Pajak Daerah Kabupaten Malang Tahun 2011-
2013 
Tahun 
2011-
2013 
Realisasi 
Penerimaan 
Pajak 
Hiburan 
(Rp) 
Realisasi 
Penerimaan 
Pajak Daerah 
(Rp) 
Persentase 
Kontribusi 
Kriteria 
Kontribusi 
2011 
6.252.826.091 64.689.653.942 9,67 
Sangat 
Kurang 
2012 
5.816.167.110 71.301.888.447 8,16 
Sangat 
Kurang 
2013 
6.473.333.207 95.918.841.193 6,75 
Sangat 
Kurang 
Rata-rata 
8,19 
Sangat 
Kurang 
Kontribusi realisasi pajak hiburan terhadap 
pajak daerah selama tahun 2011 hingga tahun 
2013 mengalami penurunan. Kontribusi yang 
diberikan terhadap pajak daerah jauh lebih baik 
dibandingkan kontribusi yang diberikan pajak 
hotel maupun pajak restoran, tetapi kontribusi 
yang diberikan terhadap pajak daerah sangat 
kurang. Dimana tingkat kontribusinya hanya 
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mencakup persentase kisaran 6,75% hingga 
9,67%. Kontribusi pajak hiburan terhadap pajak 
daerah terendah terjadi pada tahun 2013, 
sedangkan kontribusi pajak hiburan terhadap 
pajak daerah tertinggi terjadi pada tahun 
2011.Rata-rata kontribusi pajak hiburan dari 
tahun 2011 hingga tahun 2013 sebesar 8,19%. 
Perbandingan Kontribusi Jenis Pajak Daerah 
Analisis kontribusi merupakan analisis 
yang digunakan untuk mengetahui seberapa 
besar penerimaan jenis pajak daerah terhadap 
pajak daerah selama tiga tahun dan seberapa 
besar pengaruh penerimaan jenis pajak daerah 
terhadap PAD Kabupaten Malang.Pada analisis 
kontribusi jenis pajak daerah terhadap pajak 
daerah dan analisis kontribusi jenis pajak daerah 
terhadap PAD dapat diketahui bahwa tingkat 
kontribusi jenis pajak daerah terbesar sampai 
terkecil yang dijelaskan pada tabel.Berdasarkan 
tabel tersebut diketahui bahwa Pajak 
Penerangan Jalan (PPJ) merupakan jenis pajak 
daerah Kabupaten Malang dengan tingkat 
kontribusi tertinggi, disusul dengan 
BPHTB.Sedangkan pajak sarang burung 
merupakan jenis pajak daerah Kabupaten 
Malang dengan tingkat kontribusi 
terendah.Tingkat kontribusi tersebut 
menunjukkan bahwasanya potensi jenis pajak 
daerah Kabupaten Malang belum sepenuhnya 
dapat dioptimalkan. 
Tabel 9 Perbandingan Tingkat Kontribusi 
Jenis Pajak Daerah Kabupaten Malang 
No Pajak Daerah 
Rata-rata 
Persentase 
Kontribusi 
Terhadap 
Pajak Daerah 
Rata-rata 
Persentase 
Kontribusi 
Terhadap 
PAD 
1 Pajak 
Penerangan 
Jalan 
45,03 16,60 
2 BPHTB 36,68 13,49 
3 Pajak Hiburan 8,19 3,02 
4 Pajak Reklame 3,19 1,18 
5 Pajak Air 
Tanah 
2,75 1,01 
6 Pajak Hotel 1,67 0,61 
7 Pajak Restoran 1,55 0,57 
8 Pajak Galian 
Golongan C 
0,58 0,21 
9 Pajak Parkir 0,34 0,12 
10 Pajak Sarang 
Burung 
0,02 0,01 
Dapat diketahui bahwa PPJ dan BPHTB 
merupakan dua jenis pajak daerah Kabupaten 
Malang yang mempunyai potensi penerimaan 
terbesar dibanding dengan jenis pajak daerah 
lainnya.Untuk jenis pajak daerah lainnya yang 
memberikan kontribusi rendah atau di bawah 
kontribusi PPJ dan BPHTB, hal tersebut 
dikarenakan adanya realisasi penerimaan yang 
tidak sebesar realisasi penerimaan PPJ dan 
BPHTB.Fenomena tersebut tentunya menuntut 
DPPKA untuk lebih maksimal dalam 
mengoptimalkan penerimaan dari jenis pajak 
daerah dengan mengembangkan potensi-
potensi yang dimiliki Kabupaten Malang. 
 
Efektivitas Pajak Penerangan Jalan 
Efektivitas pajak penerangan jalan terjadi 
penurunan dari tahun 2011 ke tahun 2012 yaitu 
dari 128,12% menjadi 115,68%, kemudian dari 
tahun 2012 ke tahun 2013 mengalami 
peningkatan menjadi 121,65%. Namun demikian 
kriteria nilai interpretasi efektivitas selama tiga 
tahun periode 2011-2013 berada dalam kriteria 
sangat efektif. Pencapaian efektivitas tertinggi 
pada tahun 2011 yaitu sebesar 128,12%. Dari 
tahun 2011 hingga tahun 2013 rata-rata target 
sebesar Rp 28.166.666.667,00, rata-rata realisasi 
sebesar Rp 34.206.347.662,00 dan rata-rata 
efektivitas sebesar 121,65%. 
Tabel 10 Efektivitas Penerimaan Pajak 
Penerangan Jalan Kabupaten Malang Tahun 
2011-2013 
Tahun 
2011-
2013 
Target 
Penerimaan 
PPJ (Rp) 
Realisasi 
Penerimaan 
PPJ (Rp) 
Persentase 
Efektivitas 
Keterangan 
Kriteria 
2011 
25.500.000.000 32.670.378.694 128,12 
Sangat 
Efektif 
2012 
28.000.000.000 32.391.579.296 115,68 
Sangat 
Efektif 
2013 
31.000.000.000 37.557.084.997 121,15 
Sangat 
Efektif 
Rata-
rata 28.166.666.667 34.206.347.662 121,65 
Sangat 
Efektif 
 
Efektivitas Pajak Parkir 
Efektivitas penerimaan pajak parkir terjadi 
penurunan dari tahun 2011 sampai tahun 2013, 
namun demikian kriteria nilai interpretasi 
efektivitas selama tiga tahun periode 2011-2013 
berada dalam kriteria sangat efektif. Efektivitas 
penerimaan pada tahun 2011 sebesar 144,56%, 
pada tahun 2012 sebesar 135,84%, dan 
mengalami penurunan kembali pada tahun 2013 
sehingga menjadi 122,11%. Pencapaian 
efektivitas tertinggi pada tahun 2011 yaitu 
sebesar 144,56%. Dari tahun 2011 hingga tahun 
2013 rata-rata target sebesar Rp 196.666.667,00, 
rata-rata realisasi sebesar Rp 260.071.583,00 dan 
rata-rata efektivitas sebesar 134,17%. 
Tabel 11 Eektivitas Penerimaan Pajak Parkir 
Kabupaten Malang Tahun 2011-2013 
Tahun 
2011-
2013 
Target 
Penerimaan 
Pjk Parkir 
(Rp) 
Realisasi 
Penerimaan 
Pjk Parkir 
(Rp) 
Persentase 
Efektivitas 
Keterangan 
Kriteria 
2011 
150.000.000 216.846.800 144,56 
Sangat 
Efektif 
2012 
190.000.000 258.092.700 135,84 
Sangat 
Efektif 
2013 
250.000.000 305.275.250 122,11 
Sangat 
Efektif 
Rata-
rata 196.666.667 260.071.583 134,17 
Sangat 
Efektif 
 
Efektivitas Pajak Air Tanah 
Tabel 12 Efektivitas Penerimaan Pajak Air 
Tanah Kabupaten Malang Tahun 2011-2013 
Tahun 
2011-
2013 
Target 
Penerimaan 
PAT (Rp) 
Realisasi 
Penerimaan 
PAT (Rp) 
Persentase 
Efektivitas 
Keterangan 
Kriteria 
2011 
1.100.000.000 1.466.356.422 133,31 
Sangat 
Efektif 
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2012 
1.600.000.000 2.257.008.532 141,06 
Sangat 
Efektif 
2013 
2.000.000.000 2.698.951.473 134,95 
Sangat 
Efektif 
Rata-
rata 1.566.666.667 2.140.772.142 136,44 
Sangat 
Efektif 
Efektivitas penerimaan pajak air tanah 
terjadi peningkatan dari tahun 2011 sebesar 
133,31% menjadi 141,06% pada tahun 2012, 
kemudian dari tahun 2012 ke tahun 2013 
mengalami penurunan menjadi 134,95%. 
Namun demikian kriteria nilai interpretasi 
efektivitas selama tiga tahun periode 2011-2013 
berada dalam kriteria sangat efektif. Pencapaian 
efektivitas tertinggi pada tahun 2012 yaitu 
sebesar 141,06%. Dari tahun 2011 hingga tahun 
2013 rata-rata target sebesar Rp 1.566.666.667,00, 
rata-rata realisasi sebesar Rp 2.140.772.142,00 
dan rata-rata efektivitas sebesar 136,44%. 
 
Efektivitas Pajak Sarang Burung 
Tabel 13 Efektivitas Penerimaan Pajak Sarang 
Burung Kabupaten Malang Tahun 2011-2013 
Tahun 
2011--
2013 
Target 
Penerimaan 
Pjk Sarang 
Burung 
(Rp) 
Realisasi 
Penerimaan 
Pjk Sarang 
Burung 
(Rp) 
Persentase 
Efektivitas 
Keterangan 
Kriteria  
2011 
17.000.000 19.350.750 113,83 
Sangat 
Efektif 
2012 
17.000.000 17.178.750 101,05 
Sangat 
Efektif 
2013 
15.000.000 18.800.000 125,33 
Sangat 
Efektif 
Rata-
rata 16.333.333 18.443.167 113,40 
Sangat 
Efektif 
Penerimaan pajak sarang burung terjadi 
penurunan dari tahun 2011 sebesar 113,83% 
menjadi 101,05% pada tahun 2012, kemudian 
dari tahun 2012 ke tahun 2013 mengalami 
peningkatan menjadi 125,33%. Namun demikian 
kriteria nilai interpretasi efektivitas selama tiga 
tahun periode 2011-2013 berada dalam kriteria 
sangat efektif.Pencapaian efektivitas tertinggi 
pada tahun 2013 yaitu sebesar 125,33%. Dari 
tahun 2011 hingga 2013 rata-rata target sebesar 
Rp 16.333.333,00, rata-rata realisasi sebesar Rp 
18.443.167,00 dan rata-rata efektivitas sebesar 
113,40% 
Efektivitas Pajak BPHTB 
Tabel 14 Efektivitas Penerimaan Pajak BPHTB 
Kabupaten Malang Tahun 2011-2013 
Tahun 
2011-
2013 
Target 
Penerimaan  
PJk BPHTB 
(Rp) 
Realisasi 
Penerimaan 
Pjk BPHTB 
(Rp) 
Persentase 
Efektivitas 
Keterangan 
Kriteria 
2011 
10.000.000.000 19.598.888.116 195,99 
Sangat 
Efektif 
2012 
16.000.000.000 25.429.245.133 158,93 
Sangat 
Efektif 
2013 
22.000.000.000 42.266.684.031 192,12 
Sangat 
Efektif 
Rata-
rata 16.000.000.000 29.098.272.427 182,35 
Sangat 
Efektif 
Pada kurun waktu tiga tahun kinerja 
DPPKA Kabupaten Malang sudah sangat baik. 
Efektivitas pajak BPHTB tetap diatas target 
anggaran. Kinerja DPPKA Kabupaten Malang 
dalam melakukan pemungutan pajak BPHTB 
sudah baik bisa dilihat dari terus meningkatnya 
target dan realisasi pajak BPHTB. Pihak DPPKA 
Kabupaten Malang harus lebih optimal lagi 
dalam memungut pajak BPHTB karena pajak ini 
sudah diserahkan sepenuhnya oleh pemerintah 
pusat kepada pemerintah daerah. 
 
Perbandingan Efektivitas Jenis Pajak Daerah 
Efektivitas selalu terkait dengan hubungan 
antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang 
sesungguhnya dicapai. Efektivitas merupakan 
hubungan antara target yang ditentukan dengan 
realisasi yang diperoleh, semakin besar target 
pencapaian tujuan semakin besar realisasi 
terhadap pencapaian tujuan, maka semakin 
efektif organisasi, program atau kegiatan. 
Bahwa efektivitas mempunyai hubungan timbal 
balik antara target dengan realisasi. Semakin 
besar realisasi yang diperoleh, maka semakin 
efektif satu program atau kegiatan dapat 
diketahui bahwa tingkat efektivitas jenis pajak 
daerah terbesar sampai terkecil yang dijelaskan 
pada tabel. Berdasarkan tabel tersebut dapat 
diketahui bahwa Pajak BPHTB merupakan jenis 
pajak daerah Kabupaten Malang dengan tingkat 
efektivitas tertinggi, disusul dengan pajak galian 
golongan c. Sedangkan pajak reklame 
merupakan jenis pajak daerah Kabupaten 
Malang dengan tingkat efektivitas terendah. 
Tingkat efektivitas tersebut menunjukkan 
bahwasanya potensi jenis pajak daerah 
Kabupaten Malang belum sepenuhnya dapat 
dioptimalkan. 
Tabel 15 Perbandingan Tingkat Efektivitas 
Jenis Pajak Daerah Kabupaten Malang 
No Pajak Daerah 
Rata-rata 
Persentase 
Efektivitas 
Keterangan 
Kriteria 
1 BPHTB 182,35 
Sangat 
Efektif 
2 
Pajak Galian 
Golongan C 
153,43 
Sangat 
Efektif 
3 Pajak Hotel 143,96 
Sangat 
Efektif 
4 Pajak Air Tanah 136,44 
Sangat 
Efektif 
5 Pajak Parkir 134,17 
Sangat 
Efektif 
6 Pajak Restoran 132,30 
Sangat 
Efektif 
7 
Pajak 
Penerangan Jalan 
121,65 
Sangat 
Efektif 
8 
Pajak Sarang 
Burung 
113,40 
Sangat 
Efektif 
9 Pajak Hiburan 110,72 
Sangat 
Efektif 
10 Pajak Reklame 109,10 
Sangat 
Efektif 
Perbandingan tingkat efektivitas jenis pajak 
tersebut tentunya menuntut DPPKA untuk lebih 
maksimal dalam mengoptimalkan penerimaan 
dari jenis pajak daerah meskipun seluruh 
penerimaan sudah mencapai kriteria sangat 
efektif dengan meningkatkan pengawasan 
terhadap kepatuhan wajib pajak dalam 
membayar pajak terhutang ataupun dengan 
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mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki 
Kabupaten Malang. 
KESIMPULAN DAN SARAN 
Kesimpulan  
1. Kontribusi tiap jenis pajak daerah 
Kabupaten Malang terhadap pajak 
daerah dan PAD selama tiga tahun 
periode tahun 2011 hingga tahun 2013 
bervariasi. Kontribusi tertinggi 
diberikan oleh jenis pajak penerangan 
jalan dengan rata-rata kontribusi 
terhadap pajak daerah sebesar 45,03% 
dan terhadap PAD sebesar 16,60%, hal 
tersebut dikarenakan potensi 
penggunaan jasa penerangan jalan yang 
berasal dari PLN maupun Non PLN 
masyarakat Kabupaten Malang sangat 
tinggi. Kontribusi terendah diberikan 
oleh jenis pajak sarang burung dengan 
rata-rata kontribusi terhadap pajak 
daerah sebesar 0,02% dan terhadap PAD 
sebesar 0,01%, hal tersebut dikarenakan 
potensi yang minim yaitu sedikitnya 
pengusaha sarang burung walet di 
daerah Kabupaten Malang. 
2. Tingkat efektivitas penerimaan tiap jenis 
pajak daerah Kabupaten Malang selama 
tiga tahun periode tahun 2011 hingga 
tahun 2013 secara umum mengalami 
fluktuasi, namun demikian tingkat 
efektivitas penerimaan tersebut berada 
dalam kategori sangat efektif atau 
mencapai 100%. Tingkat efektivitas 
penerimaan pajak daerah yang 
mengalami peningkatan adalah pajak 
galian golongan c.Tingkat efektivitas 
penerimaan pajak daerah yang 
mengalami penurunan adalah pajak 
parkir dan pajak hotel. Tingkat 
efektivitas penerimaan pajak daerah 
yang mengalami fluktuatif adalah pajak 
restoran, pajak hiburan, pajak reklame, 
pajak penerangan jalan, pajak air tanah, 
pajak sarang burung dan pajak BPHTB. 
 
Saran 
1. Target penerimaan pajak daerah harus 
dapat dijadikan potensi utama dengan 
cara mengoptimalkan dan 
meningkatkan potensi yang ada agar 
pemerintah daerah Kabupaten Malang 
dalam melaksanakan otonomi daerah 
tidak tergantung pada bantuan 
pemerintah pusat sehingga pemerintah 
daerah Kabupaten Malang secara 
optimal dapat mengatur daerahnya 
sendiri dengan hasil dari pendapatan 
daerahnya secara mandiri. 
2. Meningkatkan kerjasama dengan dinas 
terkait lainnya dalam rangka 
mengoptimalkan penerimaan pajak 
daerah. Hal tersebut perlu ditingkatkan 
agar tercipta koordinasi yang baik 
dalam program intensifikasi dan 
ekstensifikasi yang dilakukan. 
3. Meningkatkan program intensifikasi 
dan ekstensifikasi yang telah dilakukan 
terhadap semua jenis pajak daerah yang 
ada di Kabupaten Malang. 
4. Meningkatkan sosialisasi kepada 
masyarakat melalui iklan pada media 
elektronik maupun media cetak 
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